Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
. DATA PRIBADI
1. Nama : MUHAMMAD FAUZAN HARZA
2. Jabatan . ANGGOTA
3. NHK . 891759

Il. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. .

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. —een

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —-en

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.783.093

F. HARTA LAINNYA Rp. —-

Sub Total Rp. 3.783.093

lll. HUTANG Rp. -—--

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1il) Rp. 3.783.093
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Yth. Sdr SATRIA PUTRA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

J1. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : SATRIA PUTRA

Yabintun . KETUA - KOMIS| PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Bidang : EKSEKUTIF

Lembaga : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Tanggal / Tahun Pelaporan : 15Juli2023

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.
Tanda terima LHKPN akan kami kiimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami
terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikiimkan dengan
batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim
kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email
elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Emaiil ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas
email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198




LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :
Nama (sesuai dengan KTP) : SATRIA PUTRA
Tempat/Tanggal Lahir : SUNGAI GUNTUNG / 6 Maret 1991

Nomor KTP/NIK " .
Alamat : GUGUAK RANDAH, RT005/RW002 CAMPAGO GUGUK BULEK, CAMPAGO GUGUK BULEK , MANDIANGIN
KOTO SELAYAN , KOTA BUKITTINGGI , SUMATERA BARAT

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa™).

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (*KPK"), beralamat di JI. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-
sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut “Penerima Kuasa™).

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:
I. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi
keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank:
b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek:
c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Schubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-
Pf-'liﬁbﬂl yang berwcnan%magpqn ihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik
emberi

asli maupun fotocopy) uasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai

Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai
pencabutannya dari Penerima Kuasa.

28-July-2023
Pemberi Kuasa,

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah (SATRIA PUTRA)




Yth. Sdr RIFA YANAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : RIFA YANAS

Jabatan : ANGGOTA - KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Bidang . EKSEKUTIF

Lembaga : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Tanggal / Tahun Pelaporan @ 26Juli 2023

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.
Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami
terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikiimkan dengan
batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan fidak perlu dikirim
kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email
elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas
email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198




LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : RIFA YANAS

Tempat/Tanggal Lahir : TANJUNG PATI/ 20 Januari 1989

Nomor KTP/NIK .|

Alamat : jln Urip Sumoharjpo No 15 RT 004 RW 001, TAROK DIPO , GUGUK PANJANG , KOTA BUKITTINGGI ,

SUMATERA BARAT

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa™).

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK"), beralamat di JI. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-
sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya discbut “Penerima Kuasa™).

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

I. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi
keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada: .

a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek:
c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-
pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik

asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. --- --

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai

Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai
pencabutannya dar1 Penerima Kuasa.

26-July-2023
Pemben Kuasa,

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah




Yth. Sdr SAFRI MISWARDI
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : SAFRI MISWARDI

Jabatan ~ ANGGOTA - KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - KOMISI
" PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Bidang . EKSEKUTIF

Lembaga : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Tanggal / Tahun Pelaporan : 26Juli 2023

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.
Tanda terima LHKPN akan kami kiimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami
terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikiimkan dengan
batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim
kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email
elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas
email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198




LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : SAFRI MISWARDI

Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU / 6 Maret 1975

Nomor KTP/NIK -.——--

Alamat : jl.sanjai dalam no.10, MANGGIS GANTING , MANDIANGIN KOTO SELAYAN , KOTA BUKITTINGGI .

SUMATERA BARAT

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa™).

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK™), beralamat di JI. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-
sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya discbut “Penerima Kuasa™). ---

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

I. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi
keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada: -

a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank:
b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek:
c¢. Badan usaha dan/ atau perusahaan

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank:
b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek:
c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-
pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik

asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai

Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai
pencabutannya dari Penerima Kuasa.

26-July-202
Pember Kuaggi

..........

Redaksi surat kuasa ini tidak dapatdivbah A



Yth. Sdr MUHAMMAD UTCHE PRADANA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/lbu kiimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama © MUHAMMAD UTCHE PRADANA

Fabatun . ANGGOTA - KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI - KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Bidang © EKSEKUTIF

Lembaga : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Tanggal / Tahun Pelaporan : 10Juli 2023

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.
Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami
terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikiimkan dengan
batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim
kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email
elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikiim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda fidak perlu membalas
email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www .kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198




LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini : G

Nama (sesuai dengan KTP) : MUHAMMAD UTCHE PRADANA

Tempat/Tanggal Lahir : BUKITTINGGI / 15 Mei 1978

Nomor KTP/NIK L .

Alamat : Jalan Manunggal No. 43 Rt 001 RW 001, CAMPAGO IPUH , MANDIANGIN KOTO SALAYAN , KOTA

BUKITTINGGI , SUMATERA BARAT

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa™).

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK"), beralamat di J1. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-
sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut “Penerima Kuasa™).

- KHUSUS —

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: ~-—----

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi
keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada: -« - --mmemmmm s e e e e e e s

a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada: mmmm e m——————
a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank:
b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
c¢. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-
pciiabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik
asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai

Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai
pencabutannya dari Penerima KUaSa, ===-smeeeemmmm s sm e e e e e e e

26-July-2023
Pemberi Kuasa,

Redaksi surat kuasa ini tidak dapatdiubsh oo e




